BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasar pada uraian yang telah dipaparkan pada hasil riset serta ulasan

hingga bisa disimpulkan sebagaimana selanjutnya:

1. Pelaksanaan OTT yang dilaksanakan oleh KPK masih belum memberikan
keadilan bagi tersangka yang masih dalam taraf penyelidikan. OTT pada
hakekatnya merupakan upaya paksa terhadap hak-hak warga negara, tetapi
karena untuk kepentingan pembuktian yang sudah diatur dalam Undang-
Undang, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan. Apabila dalam proses
upaya paksa terjadi pelanggaran hak-hak yang dilakukan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi, maka tersangka dapat menuntut atas hak hak
yang dilanggar melalui mekanisme proses praperadilan.

2. Konsep Pemberatasan Tipikor Terkait Pengumpulan Bukti Permulaan
dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Yang Sesuai Dengan Nilai
Keadilan adalah : Konsep Pengaturan tentang Operasi Tangkap Tangan
(OTT) KPK dalam Sistem Peradilan Kejahatan di Indonesia didasarkan
pada aturan- aturan hukum ialah UU No 8 Tahun 1981 mengenai Hukum
Kegiatan Kejahatan, UU No 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009
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tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam
Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait tindakan penyadapan sebagai
dasar pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan, telah diatur dasar hukumnya
pada Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Namun, untuk tercapainya kepastian hukum yang berkeadilan,
dibutuhkan perumusan secara eksplisit dalam Undang-undang, bahwa
Operasi Tangkap tangan (OTT) merupakan bagian dari penyelidikan.
Pencantuman OTT secara eksplisit dalam undang-undang tipikor akan
memberikan legalitas dengan cara yang terstruktur dan sistematis,

sehingga dalam tataran praktis tidak terdapat kecacatan procedural.

4.2 Saran

Bersumber pada hasil riset serta ulasan hingga anjuran yang bisa diajukan

merupakan sebagaimana selanjutnya:

1. Bagi Presiden dan DPR:

Agar dilakukan rekonstruksi perundang-undangan terkait penyelidikan,
bahwa dengan mencantumkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebagai
frasa dalam perundang-undangan, OTT menjadi sah/memperoleh

legalitas
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Pemerintah bersama DPR perlu segera menetapkan UndangUndang
Penyadapan sebagai legalitas dilakukannya penyadapan bagi KPK,
Kejaksaan, Kepolisian maupun Badan Intelejen Nasional dengan

memperhatikan aspirasi instansi tersebut

2. Bagi aparat penegak hukum:

OTT sebagai bagian dari penyelidikan tetap harus menjunjung tinggi dan
mencegah pelanggaran hak-hak asasi tersangka/ terdakwa.

Meningkatkan sinergitas KPK dengan instansi penyidik lainnya.

Dibuatnya bentuk Surat Keputusan Bersama yang menjadi acuan semua

penyidik dalam melaksanakan Operasi Tangkap Tangan

3. Bagi masyarakat :

Secara berkesinambungan turut berperan serta dan berpartisipasi dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi
Mendukung adanya koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi

(korsupgah).
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